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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 6 TAHUN 2026
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PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

1¢

bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pendaftaran
pesawat udara dan pemenuhan standar internasional
sebagaimana diatur dalam International Civil Aviation
Organization Annex 7 mengenai Aircraft Nationality and
Registration Marks, perlu menyesuaikan pengaturan
mengenai pendaftaran pesawat udara,

bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52
Tahun 2018 tentang Peraturan Kesclamatan
Pencrbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara
(Aircraft Registration) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang
Peraturan Keselamatan Pencrbangan Sipil Bagian 47
(Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang
Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sudah
tidak scsuai dengan perkembangan hukum, schingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Bidang
Penerbangan, perlu menctapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran
Pesawat Udara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) scbagaimana



Menetapkan

dis)y

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian  Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 29);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN
47 TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Ik,

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi
udara, tetapi bukan karena rcaksi udara terhadap
permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
Opcrator Pcsawat Udara adalah pemegang sertifikat
operator pesawat udara (air operator certificate), sertifikat
pengoperasian pesawat udara (operating certificate), atau
sertifikat pengopcrasian pesawat udara tanpa awak
(remotely piloted aircraft system/RPAS operator certificate).
Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara adalah bukti
didaftarkannya Pesawat Udara di Indonesia.



4.

(1)

S ae

Direktorat  Jendcral Perhubungan Udara  yang
sclanjutnya discbut Dircktorat Jenderal adalah unit
jabatan pimpinan tinggi madya atau unit csclon I di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penerbangan secsuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang seclanjutnya
disebut Dircktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya
atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang membidangi urusan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Pasal 2
Sctiap Pesawat Udara yang dioperasikan di Indonesia
wajib mempunyai tanda pendaftaran.
Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda
pendaftaran asing.
Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperoleh melalui proscs pendaftaran
Pesawat Udara.
Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan untuk:
a. Pesawat Udara yang diopcrasikan oleh Operator

Pesawat Udara; dan

b. Pesawat Udara bagi pabrik Pcsawat Udara.

Pasal 3

Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenubhi

persyaratan tidak terdaftar di negara lain dan memenuhi
ketentuan:

a. dimiliki oleh warga necgara Indonesia atau dimiliki
oleh badan hukum Indonesia;

b. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum
asing dan diopcrasikan olch warga negara Indonesia
atau badan hukum Indoncsia untuk jangka waktu
pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-
menerus berdasarkan suatu perjanjian;

c. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah
daecrah dan Pesawat Udara tersebut tidak
dipcrgunakan untuk misi penegakan hukum; atau

d. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum
asing yang Pesawat Udaranya berdasarkan suatu
perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati
para  pihak untuk  kegiatan penyimpanan,
penyewaan, dan/atau perdagangan Pesawat Udara.

Pesawat Udara yang dimiliki olch warga negara Indonesia

atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:



(3)

(4)

ikl

a. Pesawatl Udara yang dioperasikan oleh warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai
pemilik; atau

b. Pesawat Udara yang diopcrasikan oleh warga negara
Indoncsia atau badan hukum Indonesia lainnya
berdasarkan perjanjian.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh pemilik atau

pihak yang diberi kuasa kepada Dircktur Jenderal.

Pihak yang diberi kuasa scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pihak yang meclakukan perjanjian

dengan pemilik Pesawat Udara, terdiri atas:

a. Opcrator Pesawat Udara; atau

b. orang atau badan hukum Indonesia yang telah
mengajukan proses sertifikasi untuk mendapatkan
sertifikat opcrator pesawalt udara (air operator
certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara
(operating certificate), atau scrtifikat pengoperasian
pesawat udara tanpa awak (Remotely Piloted Aircraft
System/ RPAS operator certificate).

Permohonan pendaftaran Pesawat Udara scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan
Pesawat Udara;

b. menunjukan bukti penghapusan pendaftaran atau
tidak didaftarkan di negara lain;

c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia
Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri;

d. bukti asuransi Pcsawat Udara; dan

e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat
Udara.

Bukti  kepemilikan Pesawat Udara scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:

a. bukti pembelian tunai (bill of sale);

b. akta hibah;

ciiErhadiah;

d. affidavit of ownership;

€. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; atau

f.  bentuk pengalihan hak kcpemilikan lainnya yang

sah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bukti penguasaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a berupa:
a. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan
(security agreement);
b.  perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation
agreement); atau
c. perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).
Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat
Udara scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
berupa surat persetujuan pengadaan Pesawat Udara yang
diterbitkan Dircktur Jenderal.
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(7) Surat persctujuan pengadaan Pcsawat Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah
dilakukan cvaluasi terhadap kesiapan teknis dan
operasional untuk pengoperasian Pesawat Udara yang
akan didaftarkan.

Pasal 5
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf ¢ dan huruf e dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat
Udara yang dikendalikan jarak jauh.

Pasal 6

(I) Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan
Pesawat Udara yang digunakan untuk tujuan:

a. penelitian dan pengembangan;

b. uji terbang produksi;

c. pembuktian kesesuaian dengan ketentuan
peraturan,

d. evakuasi Pesawat Udara dari daerah berbahaya;

e. demonstrasi terbang; dan/atau

f.  kegiatan lainnya yang mendukung pabrik Pesawat
Udara.

(2) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik
pesawat udara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pimpinan pabrik Pesawat Udara kepada
Direktur Jenderal.

(3) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. melampirkan bukti asuransi Pesawat Udara;
b.  pemohon mecrupakan badan hukum Indonesia; dan
s pemohon memiliki lokasi usaha di wilayah Republik

Indonesia dan secara nyata melakukan usaha di
bidang pembuatan Pesawat Udara.

Pasal 7

(1) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan evaluasi
oleh Direktur Jendcral.

(2) Dalam hal permohonan pendaftaran Pesawat Udara telah
memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Sertifikat
Pendaltaran Pesawat Udara.

(3) Menteri mendclegasikan pencerbitan Sertifikat
Pendaftaran Pesawat Udara scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Dircktur Jenderal.

Pasal 8
Tanda pendaftaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
termuat dalam Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9
(1) Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 untuk Pesawat Udara yang
dioperasikan olch Operator Pesawat Udara berlaku
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selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.

Perpanjangan Scrtifikat Pendaftaran Pesawat Udara
dilakukan melalui proses permohonan oleh Operator
Pesawal Udara kepada Direktur Jenderal.

Permohonan  perpanjangan  Scrtifikat  Pendaftaran
Pesawat Udara scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi ketentuan:

a. menunjukan salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat

Udara;
b. menunjukan salinan sertifikat kelaikudaraan;
e} menunjukan bukti kepemilikan atau penguasaan

Pesawat Udara;

d. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia
Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri; dan

e. bukti asuransi Pesawat Udara.

Pasal 10

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 untuk Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat
Udara berlaku sclama 1 (satu) tahun scjak tanggal diterbitkan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 11
Dalam hal terdapat perubahan data pada Sertifikat
Pendaftaran Pesawat Udara, pemegang Sertifikat
Pendaftaran Pesawat Udara untuk Pesawat Udara yang
dioperasikan oleh Opecrator Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus
mengajukan permohonan perubahan Sertifikat
Pendaftaran Pesawatl Udara kepada Dircktur Jenderal.
Perubahan data scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perubahan:
kepemilikan;
nama pemilik;
alamat pemilik; dan/atau
model Pesawat Udara.

.0 o P

Pasal 12

Dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara hilang
atau rusak, pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat
Udara untuk Pesawat Udara yang dioperasikan oleh
Opcrator Pecsawat Udara scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat mengajukan permohonan
penggantian sccara tertulis kepada Direcktur Jenderal,
dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang
dipersyaratkan sebagai berikut:
a. surat pernyataan kehilangan atau kerusakan dari

pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara; dan
b. salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terpenuhi, Dircktur Jenderal menerbitkan
sertifikat pendaftaran pengganti.
Dalam hal telah diterbitkan sertifikat pendaftaran
pengganti, sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak
berlaku.



Pasal 13
Pesawat Udara yang tclah memiliki tanda pendaftaran dapat
dihapus tanda pendaftarannya apabila:
a. permintaan dari pemilik atau orang perscorangan yang
diberi kuasa, dengan ketentuan:
telah berakhirnva perjanjian scwa guna usaha;
diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;
tidak digunakannya lagi Pesawat Udara,;
Pesawat Udara dengan scngaja dirusak atau
dihancurkan; atau
7. terjadi cedera janji (wanprestasi) olch penyewa
Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan.
b. tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan
secara terus-mencrus sclama 3 (tiga) tahun.

LI its o

Pasal 14

(1) Permohonan penghapusan tanda pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada
Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal melakukan cvaluasi terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal permohonan penghapusan tanda pendaftaran
Pesawat Udara tclah memenuhi persyaratan, Direktur
Jenderal mencrbitkan sertifikat penghapusan
pendaftaran.

Pasal 15
Ketentuan mengenai pendaftaran Pesawat Udara tercantum
dalam Lampiran yang mecrupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Dircktur Jenderal melakukan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sertifikat
Pendaftaran Pesawat Udara yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku
sertifikat.

(2) Penyesuaian terhadap Secrtifikat Pendaftaran Pesawat
Udara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dilakukan pada saat perpanjangan
sertifikat.






